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ABSTRACT
In crime reduction policies, there are the penal and non-penal.Where the penal non preventative.Efforts to non-
penal could be shaped anything, the role of mass media in forming perception of crime and punishment is one.The
mass media can do is through news the role of crime and have a partnership with law enforcement agencies.But
there are still mass media that made the crime as a commodity course, while in conjunction with law enforcement
agencies still limited to only as speakers course.The charge news in mass media particularly be caused by the
violence can make the impact fear and not educate people. Writing that is the outcome of research these writers
looked at how the role of media mass reduction policies evil, his involvement in law enforcement agencies and how
strengthen the role of mass media in reduction policies evil.There are several problems in construction mass media
will the news crime like the use of terminology, the news balanced and the judge.This closely related to construc-
tion mass media will news evil, that then will run according to on function preventive.Mass media in the context
of policy penangggulangan evil may be also had a role in restore confidence the community and appreciation to
law enforcement agencies, media a mass to be establish cooperation with law enforcement agencies.Do not have to
a form of cooperation which are formil as long as can appreciate each other profession each and mutually
beneficial. The role of media masses can also be implemented is all sides law enforcement agencies in construction
news evil, until there is no law enforcement agencies whose performance be highlighted too big then cause a kind
of competition with law enforcement agencies other.
Keyword: Mass Media, Criminal Policy, Non-Penal.

ABSTRAK
Di dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, terdapat upaya penal dan non-penal. Dimana upaya non penal
bersifat preventif. Upaya non-penal ini bisa berbentuk apa saja, peranan media massa dalam membentuk persepsi
atas kejahatan dan hukuman adalah salah satunya. Media massa dapat melakukan peranan ini melalui pemberitaan
kejahatan dan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Namun masih ada media massa yang
menjadikan berita kejahatan sebagai komoditas saja, sementara dalam hubungannya dengan lembaga penegak
hukum masih sebatas sebagai narasumber saja. Muatan berita di media massa khususnya yang ada kaitan
dengan berita kekerasan dapat menimbulkan dampak ketakutan dan tidak mengedukasi masyarakat. Tulisan
yang merupakan hasil penelitian penulis ini mengkaji bagaimana peran media massa dalam kebijakan
penanggulangan kejahatan, kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum dan bagaimana memperkuat peranan
media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Terdapat beberapa permasalahan dalam konstruksi
media massa akan pemberitaan kejahatan seperti penggunaan terminologi, pemberitaan yang berimbang dan
pemberitaan yang menghakimi. Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi media massa akan berita kejahatan,
agar kemudian dapat berjalan sesuai pada fungsi preventif. Media massa dalam konteks kebijakan
penangggulangan kejahatan dapat berperan juga dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan apresiasi
kepada lembaga penegak hukum, media massa dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Tidak
harus merupakan kerjasama yang sifatnya formil asalkan dapat saling menghargai profesi masing-masing dan
saling menguntungkan. Peran media massa ini juga bisa dilakukan dengan memenuhi semua sisi lembaga
penegak hukum dalam konstruksi berita kejahatan, sehingga tidak ada lembaga penegak hukum yang kinerjanya
disoroti terlalu besar lalu menimbulkan semacam persaingan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Media Massa, Non-Penal.
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Kurangnya kerjasama antara media massa
dengan penegak hukum adalah hal yang ironis,
apalagi ketika media massa lewat pemberitaannya
tentang kasus-kasus kriminal justru menjadi penye-
bab kejahatan, bukan sebagai upaya preventif
terhadap kejahatan di masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah
terkait dengan peran media massa sebagai bagian
kebijakan penanggulangan kejahatan sudah bekerja
dalam fungsi preventifnya. Patut diketahui pula
permasalahan yang menghambat sehingga dalam
kebijakan penanggulangan kejahatan media massa
belum mampu berperan efektif. Kerjasama media
massa dan penegak hukum menjadi penting, se-
hingga penting pula mengkaji bentuk dukungan
yang tepat dari media massa dalam kebijakan
penanggulangan kejahatan agar ada sikap saling
menghargai profesi dan hubungan yang saling
menguntungkan dari kedua pihak dalam melaku-
kan pekerjaannya tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Untuk menjawab dan menganalisa permasa-
lahan pada penelitian ini ini penulis menggunakan
metode penelitian sosio-legal, Metode penelitian
sosio-legal ini dipilih karena penulis melakukan
pembahasan terhadap berjalannya kebijakan
penanggulangan kejahatan lalu teori kriminologi
dalam konteks pengaruh media massa sebagai
faktor penyebab kejahatan dan upaya preventifnya
dalam kebijakan penanggulangan kejahatan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif karena penulis menggunakan data pri-
mer berupa wawancara terstruktur kepada lem-
baga penegak hukum, pihak media massa dan
praktisi media massa dan kriminologi. Penulis
mengumpulkan informasi, merumuskan pertanya-
an terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-
asas yang ada.

Data primer menjadi unsur utama dalam
penelitian ini maka penulis melakukan wawancara
terstruktur dengan redaksi media cetak dan me-

Peran media massa dalam kebijakan penanggulang-
an kejahatan merupakan suatu strategi dalam pe-
negakan hukum yang bertujuan untuk memi-
nimalisir angka kejahatan dan mencapai ketertiban
dalam masyarakat. Kebijakan penanggulangan ke-
jahatan sendiri dapat berjalan dengan baik ketika
kedua upaya di dalamnya, yaitu penal dan non-
penal dapat berjalan secara integral.

Upaya penal merupakan upaya melalui pene-
gakan hukum pidana, sedangkan upaya non-pe-
nal sifatnya lebih ke arah kebijakan sosial, sehingga
bisa berbentuk apa saja. Namun satu hal yang me-
narik, adalah bagaimana media massa juga dapat
menjalankan peranan non-penal dalam penang-
gulangan kejahatan.

Namun pada masa sekarang ini, dengan
kebebasan dan peran penting yang dimilikinya
media massa sudah menjembatani hak masyarakat
atas informasi dan membantu kinerja penegak
hukum tentu harus dikaji lebih jauh. Karena dalam
konteks kebijakan penanggulangan kejahatan atau
politik kriminal media massa merupakan bentuk
upaya preventif. Namun pada beberapa kasus
pidana, khususnya kasus pidana yang besar dalam
artian menyita perhatian publik cukup banyak,
upaya preventif ini masih diragukan efektivitas-
nya, mengingat media massa tidak menunjukkan
upaya atau fungsi preventifnya sebagai bagian dari
kebijakan penanggulangan kejahatan, namun justru
lewat proses jurnalistiknya menjadi seperti penyi-
dik lewat “investigasi”-nya akan sumber berita,
bahkan tak jarang pula proses pemberitaan media
massa seolah mendahului pihak penegak hukum,
khususnya kepolisian. Fenomena inilah yang me-
narik untuk dikaji, apakah posisi media saat ini
sudah tepat dalam konteks kebijakan penang-
gulangan.

Pengkajian media massa terhadap peran dan
kerjasamanya dengan sistem peradilan pidana
Indonesia ini perlu agar media massa, di luar pe-
rannya sebagai sebuah media penyampai informasi
juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat
sekaligus preventif dalam upaya non penal penang-
gulangan kejahatan.
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dia elektronik untuk mendalami cara penyajian
berita media massa, bentuk kerjasama media
massa dengan lembaga penegak hukum, selain itu
wawancara terstruktur juga dilakukan dengan
pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk
mendalami pandangan mereka tentang peran me-
dia massa dalam kebijakan penanggulangan keja-
hatan dan kerjasama lembaga penegak hukum ter-
sebut dengan media massa. Untuk mendalami kaji-
an teori sebagai pisau analisa dalam penelitian ini
maka penulis juga melakukan wawancara terstruk-
tur dengan praktisi komunikasi massa untuk men-
dalami etika pemberitaan yang benar oleh media
massa, konstruksi media massa dalam pemberitaan
kejahatan dan dampak media massa juga wawan-
cara terstruktur dengan praktisi kriminologi untuk
mendalami tentang newsmaking criminology dan
dampak pemberitaan kejahatan dari media massa.

Penulis juga melakukan observasi pada artikel
di media cetak dan internet serta beberapa tayang-
an di media televisi tentang kasus-kasus pidana,
observasi ini bertujuan untuk mengamati kons-
truksi media massa terhadap pemberitaan kejahat-
an, maka pemberitaan yang akan diamati oleh
penulis adalah yang berkaitan dengan hukum baik
dalam bentuk kasus kejahatan jalanan maupun ke-
jahatan besar seperti korupsi.

Peran Media Massa di dalam Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan

Media massa dalam setiap peristiwa mem-
bentuk konstruksi atas peristiwa tersebut untuk
kemudian dijadikan sebagai sebuah sajian berita,
pada konstruksi peristiwa menjadi berita inilah
yang kemudian membedakan bentuk pemberitaan
masing-masing media, karena tergantung atas
tingkat kesadaran media terhadap etika jurnalistik
(Wawancara Penulis dengan Prof. Ibnu Hamad).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa
media massa memiliki konstruksi tersendiri atas
terjadinya sebuah peristiwa, sehingga konstruksi

masing-masing media massa akan berbeda-beda.
Dalam konstruksi media massa terhadap suatu
fenomena kejahatan ada beberapa masalah yang
dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penggunaan Terminologi

Penggunaan terminologi yang bermasalah di
sini berarti penggunaan terminologi dalam
redaksional suatu berita tentang kejahatan yang
kurang pantas untuk dimuat atau juga penggunaan
terminologi yang sebenarnya kurang tepat atau
bahkan salah namun karena dimuat di media
massa dan seringkali digunakan dalam pembe-
ritaan, maka terminologi tersebut seolah menjadi
benar. Penggunaan terminologi ini lazim ditemui
pada media cetak, namun dapat juga ditemui juga
media elektronik seperti televisi dalam narasi atau
penggunaan judul dan lead berita yang ditayang-
kan. Mengenai penggunaan terminologi ini Iwan
Awaludin Yusuf menguraikan cukup banyak kata
yang seringkali digunakan dalam koran “Lampu
Merah” yaitu “diinjek”, “digebukin”, “digamparin”,
“dipelintir”, “digetok”, “dialu”, “dicekik” untuk berita
kejahatan dengan unsur penganiayaan tanpa
senjata tajam atau selain senjata tajam dan
“dibacokin”, “dibelah”, “dibabat”, “ditusuk”, “dipisau”,
“digorok” untuk berita kejahatan yang mengandung
unsur senjata tajam.

Ibnu Hamad berpendapat bahwa dalam
penulisan berita kejahatan sebenarnya bisa di-
siasati dengan cukup menuliskan peristiwanya saja
misalnya pembunuhan, sebaiknya dihindari penye-
butan senjata dan luka yang dialami korban, Ibnu
Hamad menambahkan selain masalah dampak
pemberitaan kejahatan ini harus memperhatikan
beberapa kepentingan yaitu pelaku, korban,
keluarga korban, penegak hukum dan masya-
rakatnya.

Mengenai penggunaan terminologi ini Iqrak
Sulhin menjelaskan contoh penggunaan statistik
mengenai kejahatan, media massa seringkali
menggunakan kata “signifikan” atau “konsisten”
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sebagai terminologi penjelas padahal dalam sta-
tistik sendiri kenaikan angka 10 dari 100 berbeda
signifikansinya dengan kenaikan angka 100 dari
1.000.000 (Wawancara Penulis dengan Prof.
Muhammad Mustofa) dalam hal statistik kejahatan,
Muhammad Mustofa menambahkan contoh lain,
bahwa media massa dalam menggunakan data
bahwa ada kenaikan dalam statistik kejahatan pe-
merkosaan, padahal menurut Muhammad Mustofa,
statistik kejahatan tidak hanya dinilai dari kenaikan
angkanya saja, namun juga harus memperhatikan
dan membandingkannya dengan kenaikan jumlah
penduduk suatu daerah tersebut.

2. Pemberitaan Berimbang

Pemberitaan yang berimbang atau dalam
istilah jurnalistik dikenal dengan cover both side
memang mutlak diperlukan agar media massa da-
lam pemberitaannya proporsional dan tidak berat
sebelah. Maka dalam konteks pemberitaan kejahat-
an pemberitaan yang berimbang seharusnya meng-
cover sisi pelaku, korban (atau keluarga korban),
penegak hukum dan memperhatikan dampaknya
terhadap masyarakat. Namun berdasarkan amatan
penulis, berita-berita kejahatan yang ada cende-
rung menjadikan kejahatan tersebut sebagai se-
buah komoditas, dengan dramatisasi baik dari re-
daksional yang dipilih maupun gambar-gambar
yang ditayangkan.

Media massa cenderung menganggap cover
both side sudah selesai diterapkan ketika dalam
suatu kasus media massa meminta pendapat dari
pihak A (korban atau tersangka atau pengacara)
dan pihak B (penegak hukum). Padahal pem-
beritaan yang berimbang atau cover both side semes-
tinya memperhatikan proporsi kutipan yang di-
muat, berapa kalimat yang dikutip dan dimuat dari
kedua belah pihak (Wawancara Penulis dengan
Prof. Ibnu Hamad), atau dalam media televisi,
penayangan wawancara kedua belah pihak harus
diperhatikan agar mendapatkan proporsi durasi
tayangan yang sama.

Pemberitaan berimbang dalam konteks pem-
beritaan kejahatan juga berarti pemberitaan yang
proporsional terhadap bentuk-bentuk kejahatan.
Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad
Mustofa, bahwa media massa cenderung menem-
patkan kejahatan-kejahatan jalanan (street crime)
dengan porsi pemberitaan yang lebih besar diban-
dingkan kejahatan-kejahatan besar seperti kejahat-
an kerah putih (white collar crime) dan kejahatan
terorganisir (organized crime), keduanya sama-sama
merupakan kejahatan, namun sebenarnya kejahat-
an kerah putih dan kejahatan terorganisir memiliki
bahaya yang lebih besar kepada masyarakat.
Ketika media massa memberitakan tipe-tipe keja-
hatan yang kurang proporsional atau cenderung
melebih-lebihkan suatu pemberitaan kejahatan,
masyarakat akan menerima bahwa apa yang me-
reka dapat dari media massa merupakan realita
yang ada di lapangan.

Konteks pemberitaan kejahatan yang ada
sekarang, media massa memberitakan kejahatan-
kejahatan besar seperti korupsi sekedar sebagai
peringatan, bahkan pemberitaan korupsi semakin
tinggi frekuensinya dengan pelaku yang berbeda-
beda, pada akhirnya pemberitaan seperti ini justru
menjadikan media massa tidak bisa menjalankan
fungsi preventifnya, karena tidak berlaku hanya
menjadikan berita kejahatan sebagai sebuah komo-
ditas saja.

3. Pemberitaan yang Menghakimi

Media massa memang memiliki kepentingan
dalam memberikan informasi publik, apalagi sete-
lah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
namun bukan berarti jaminan keterbukaan tersebut
melupakan kepentingan penegakan hukum, kebe-
basan pers bukanlah kebebasan tanpa batasan dan
tidak memperhatikan aturan yang berlaku. Sebagai
contoh pemberitaan situs portal berita kompas.com
tentang kasus dugaan korupsi pembahasan alokasi
anggaran dana percepatan pembangunan infra-
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struktur daerah (DPPID) dimana salah satu kutipan
beritanya dari pihak KPK hanya menyebutkan
inisial tersangka namun kompas.com memberikan
tanda kurung dan menyebutkan nama tersang-
kanya (www.kompas.com, 2011). Dalam konteks
ini, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa
pemberitaan kejahatan seperti ini bisa merugikan
pribadi seorang individu, apabila oleh pers melalui
berita kejahatan, telah tersebar luas penangkapan
seseorang yang disangka pelaku, namun dibebas-
kan kembali karena tidak ada atau kurang bukti
atau bahkan memang tidak sama sekali tersangkut
paut peristiwa tersebut (Mardjono Reksodiputro,
2010, 123).

Penulis sependapat dengan apa yang di-
sampaikan Mardjono Reksodiputro terkait dengan
trial by the public, media massa merupakan pihak
yang menyuarakan masyarakat, maka apa yang
disuarakan oleh media massa, dalam bentuk apa-
pun kontennya seharusnya merupakan realitas atau
opini masyarakat atas beragam realitas yang ada.
Maka disinilah sebenarnya dibutuhkan pemaha-
man akan peraturan perundang-undangan dan juga
etika pemberitaan, khususnya pemberitaan tentang
kejahatan.

Pemberitaan kejahatan yang menggunakan
inisial dan tidak memuat foto atau gambar dari
orang yang diduga melakukan kejahatan (ter-
sangka, terdakwa) merupakan bagian dari etika
pemberitaan kejahatan tersebut, PWI sendiri
sebagai salah satu organisasi profesi kewarta-
wanan di Indonesia juga sudah mengeluarkan se-
puluh pedoman pemberitaan tentang hukum yang
intisarinya adalah sebagai berikut sebagaimana
dikutip oleh Mardjono Reksodiputro (2010,116):
a. Agar menjunjung tinggi asas “praduga tak

bersalah”;
b. Agar menyebutkan secara lengkap nama ter-

sangka atau terdakwa hanya dilakukan untuk
kepentingan umum;

c. Agar jangan dimuat secara lengkap (jelas) iden-
titas dari korban perkosaan atau dari para

anak dan remaja yang tersangkut perkara
pidana;

d. Agar anggota keluarga yang tidak ada sang-
kut pautnya dengan perkara, tidak ikut disebut
dalam berita;

e. Agar dapat membantu “due process of law”
melalui keterangan yang diperoleh dari luar
persidangan;

f. Agar menghindari agar terjadinya “trial by the
press”;

g. Agar jangan menggunakan kata-kata sifat yang
mengandung opini;

h. Agar memberi kesempatan seimbang kepada
polisi, jaksa, hakim, pembela (tersangka/
terdakwa) dan petugas pemasyarakatan dalam
pemberitaan opini;

i. Agar pemberitaan dilakukan secara propor-
sional, konsisten dan ada kelanjutan tentang
penyelesaiannya;

j. Agar memberikan gambaran yang jelas
mengenai duduknya perkara dan pihak-pihak
dalam persidangan pengadilan.

Tri Agung Kristanto dari Harian Kompas
menyatakan namun dalam konteks pihak yang
menjadi tersangka atau terdakwa merupakan
sosok yang diketahui umum, maka media massa
akan memuat nama dan fotonya, Tri Agung Kris-
tanto mencontohkan bahwa dalam kasus korupsi
yang melibatkan terdakwa Akbar Tandjung
misalnya, ketika dinyatakan bahwa tersangka
adalah AT, Ketua DPR (pada saat kasus ini muncul)
maka sebenarnya tidak perlu lagi dirahasiakan
dalam bentuk inisial, justru ini merupakan bentuk
kontrol (Wawancara Penulis dengan Kepala Desk
Politik dan Hukum Harian Kompas, 2011).

Apabila pemuatan nama lengkap dan foto
tersangka atau terdakwa dalam beberapa kasus-
kasus kejahatan besar memang dimaksudkan untuk
bentuk kontrolnya terhadap berlangsungnya pe-
negakan hukum, maka langkah ini sudah sesuai
dengan kepentingan umum. Namun pemuatan
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nama dan foto tersangka dalam kasus-kasus keja-
hatan besar ini juga harus diikuti oleh pemuatan
fakta-fakta yang benar dan tidak menyudutkan
dalam bahasa pemberitaannya, artinya hak-hak
individu walaupun sudah berstatus tersangka atau
terdakwa tetap dilindungi, dalam hal kemudian
tersangka atau terdakwa ini dibebaskan karena
kurang bukti atau bahkan memang tidak bersalah,
pemuatan berita terkait pembebasannya tersebut
sudah merupakan bentuk rehabilitasi nama baik
terhadap individu yang menjadi tersangka atau
terdakwa tersebut (Wawancara Penulis dengan
Kepala Desk Politik dan Hukum Harian Kompas,
2011).

Ketiga permasalahan dalam posisi media
massa pada kebijakan penanggulangan kejahatan
yang diuraikan di atas memiliki kaitan erat dengan
bagaimana kemudian ketiga hal tersebut, memberi-
kan dampak kepada opini publik yang baik ter-
hadap penegakan hukum, kinerja penegak hukum
atau kejahatannya sendiri. Konstruksi media massa
dalam hal berita-berita kejahatan harus memper-
hatikan kepentingan segala pihak mulai dari pelaku
sampai penegak hukum, maka dalam hal bagaim-
ana media massa mengkonstruksi realita dan mem-
berikan framing-nya dalam berita kejahatan maka
kerja media massa tak semestinya tak hanya meng-
ungkap fakta kejahatan yang ada dalam kasus-
kasus yang diberitakan, namun juga membangun
opini yang tepat dan tidak menghakimi.

Konsep reciprocal determinism memberikan
contoh dimana bisa saja seorang menjadi pelaku
kriminal karena interaksi berkelanjutan dengan
kognitif, perilaku dan lingkungan meskipun ia
tinggal di lingkungan yang stabil secara ekonomi
dan sosial. Pengaruh dari lingkungan ini termasuk
dari media massa dimana konstruksi media massa
terhadap peristiwa kejahatan atau kriminal dapat
memberikan pengaruh.

Sebagaimana contoh dari penggunaan ter-
minologi pada beberapa media massa dalam kasus-
kasus kejahatan jalanan di atas, hal ini bisa mem-

berikan efek ketakutan, selain itu penggambaran
kasus yang terlalu detail lewat narasi atau gambar-
gambar yang memuat kekerasan, meskipun itu
bukan kekerasan yang berasal dari kejahatan bisa
memberikan pengaruh tingkat kejahatan. Peneliti-
an yang dilakukan oleh David P. Phillips menun-
jukkan bahwa kekerasan yang ada di media massa
memprovokasi perilaku agresif di dunia nyata.
Melalui hipotesa “modelling”, hasil penelitian ini
menunjukkan kejuaraan tinju dapat memicu
beberapa kasus pembunuhan melalui beberapa tipe
peniruan kekerasan (David P. Phillips, 1983, 563).
Sebagaimana pula diuraikan pada poin pengguna-
an terminologi di atas, konstruksi berita kejahatan
pada media massa yang menggambarkan kejahat-
an, khususnya kejahatan kekerasan dengan terlalu
detail akan dapat memberikan gambaran atau bah-
kan inspirasi kepada penonton untuk ditiru, se-
hingga kekhawatiran yang terburuk adalah hal itu
ditiru dan kemudian peristiwa kejahatan yang
sama terulang lagi.

Maka penting untuk media massa agar be-
kerja sesuai etika serta menjalankan fungsi preven-
tif dan kontrolnya, hal ini berlaku baik dalam
bentuk narasi atau gambar. Sehingga informasi
yang sampai kepada masyarakat tidak memicu
perilaku kekerasan, juga tidak menimbulkan opini
publik yang salah.

Opini publik sendiri memang belum memi-
liki definisi yang disepakati sepenuhnya, namun
menurut Anwar Arifin (2010, 12) ada beberapa
makna dan pengertian dari opini publik yaitu:
a. Opini publik adalah pendapat, sikap, perasaan,

ramalan pendirian dan harapan rata-rata
individu kelompok dalam masyarakat, tentang
sesuatu hal yang berhubungan dengan kepen-
tingan umum atau persoalan-persoalan sosial;

b. Opini publik adalah hasil interaksi, diskusi
atau penilaian sosial antar individu tersebut
yang berdasarkan pertukaran pikiran yang
sadar dan rasional yang dinyatakan baik lisan
maupun tulisan;
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c. Isu atau masalah yang didiskusikan itu adalah
hasil dari apa yang dioperkan oleh media
massa (baik media cetak maupun elektronik);

d. Opini publik hanya dapat berkembang pada
negara-negara yang menganut paham demo-
krasi. Dalam negara tersebut akan memberikan
kebebasan kepada warganya untuk menyata-
kan pendapat dan sikapnya, baik lisan maupun
tulisan.

Melihat dari makna dan pengertian yang di-
uraikan di atas, jelas bahwa media massa punya
peranan penting dalam membangun opini publik.
Opini publik ini kemudian akan melahirkan perwu-
judan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat yang bisa berupa partisipasi terhadap
penegakan hukum sendiri, hal ini menunjukkan
bahwa opini publik atau tindakan publik punya
partisipasi yang penting dalam berjalannya sistem
peradilan pidana (Julian V Roberts, 1992, 127).

Namun partisipasi publik dalam berjalannya
sistem peradilan pidana ditegaskan oleh Julian V.
Roberts bahwa akan muncul paradoks terkait sikap
publik terhadap sistem peradilan pidana sendiri,
kondisi ini terjadi menurut penelitian Julian V.
Roberts ketika masyarakat semakin sadar tang-
gung jawab sistem peradilan pidana dalam mengon-
trol tingkat kejahatan, dimana angka kejahatan
sendiri terus meningkat, lalu pada saat yang sama
penegak hukum sebenarnya sudah melakukan
pekerjaannya dengan baik (Julian V Roberts, 1992,
140). Paradoks tersebut akan ditemui dalam sikap
publik yang kemudian justru memegang kendali
berjalannya peradilan melebihi tanggung jawab
dari penegak hukum sendiri dan ketika publik
menyadari bahwa pengontrolan terhadap kejahat-
an bukan hanya masalah hukum pidana namun juga
masalah sosial.

Permasalahan paradoks yang diungkapkan
Julian V. Roberts di atas bila dikaitkan dengan
bagaimana peran media massa membentuk opini
publik lewat pemberitaan kejahatan, ketika per-

masalahan paradoks yang diungkapkan tersebut
muncul sampai pada tahap masyarakat mengen-
dalikan peradilan melebihi tanggung jawab pene-
gak hukum, maka ada pembentukan opini yang
kurang tepat, atau bahkan menghakimi. Maka
dalam pembentukan opini publik tersebut sebaik-
nya tidak dalam konteks menghakimi, framing me-
mang ada dalam pemberitaan kejahatan oleh me-
dia massa, begitu pula kritik dan bentuk kontrol
terhadap kinerja penegak hukum, namun tidak ber-
arti apa yang disampaikan media massa kemudian
membuat opini publik yang terbentuk adalah keti-
dakpercayaan masyarakat sendiri terhadap pene-
gak hukum, meskipun kinerja penegak hukum me-
mang memiliki kekurangan.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa
media massa yang memiliki prinsip “bad news is
good news” membuat kinerja positif kepolisian
sebagai penegak hukum jarang atau bahkan tidak
diberitakan sama sekali. Menurut pihak kepolisian,
ketika polisi menertibkan demonstrasi yang rusuh,
media massa akan memberitakannya sebagai tin-
dakan sewenang-wenang polisi, namun ketika
polisi bekerja dalam pengaturan lalu lintas atau
pelayanan publik lainnya media tidak memberita-
kannya (Wawancara Penulis dengan Humas Polda
Metro Jaya, 2011). Media massa dalam hal apa yang
disampaikan pihak kepolisian akan berpegang pada
news value (nilai berita) dimana tindakan polisi
untuk mengatur lalu lintas lebih sedikit news value-
nya daripada penertiban demonstrasi yang rusuh,
namun dalam konteks perannya dalam kebijakan
penanggulangan kejahatan media massa sebenar-
nya harus memiliki porsi yang seimbang antara
pemberitaan kekerasan dan pemberitaan per-
damaian (Wawancara Penulis dengan Prof.
Muhammad Mustofa, 2011).

Konstruksi media massa dalam pemberitaan
kejahatan akan memberikan framing-nya dalam
fungsi kontrolnya terhadap penegakan hukum,
sebagaimana hasil wawancara penulis dengan
media massa yang diuraikan sebelumnya. Namun
konstruksi media massa dalam pemberitaan keja-
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hatan juga akan bermasalah ketika frekuensi dan
substansinya meningkat, Steven Gorelick dalam
studinya terhadap harian New York, sebagaimana
dikutip oleh Vincent F. Sacco menguraikan bahwa
kejahatan di kota tersebut dideskripsikan dalam
frasa “mushrooming cloud”, “floodtide” dan “spread-
ing cancer” (Vincent F. Sacco, 1995, 147). Temuan
Steven Gorelick ini menunjukkan bahwa media
massa mengkonstruksi kejahatan dalam bentuk ko-
moditas yang menakutkan bagi masyarakat, ter-
lihat dari pemilihan deskripsi terhadap kejahatan
tersebut.

Konteks media massa di Indonesia, hal ini
juga dapat ditemui, selain permasalahan pengguna-
an statistik kejahatan seperti yang diuraikan
sebelumnya, konstruksi media dalam pemberitaan
kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan. Me-
dia massa mengakui bahwa pemberitaan kejahat-
an yang mereka lakukan dapat menimbulkan
ketakutan, namun di sisi lain pemberitaan kejahat-
an ini dimaksudkan juga untuk menyampaikan
kewaspadaan dan kecermatan akan tingkat ke-
jahatan di lapangan (Wawancara Penulis dengan
Kepala Desk Politik dan Hukum Harian Kompas).

Bentuk pemberitaan kejahatan dalam kons-
truksi kritik dan kontrol terhadap penegakan
hukum seperti yang dilakukan Kompas sudah ber-
ada dalam koridor perannya sebagai bagian dari
kebijakan penanggulanagan kejahatan, artinya
Kompas sebagai salah satu contoh media massa
tidak menghakimi namun mengungkap fakta dan
memberikan edukasi. Permasalahannya adalah
tentu tidak semua media massa memiliki langkah
atau kinerja yang sama dalam memberitakan keja-
hatan. Media massa yang semestinya merupakan
cerminan masyarakat masih ada yang terkait
dengan kepentingan tertentu, sehingga tidak ada
media yang benar-benar netral. Namun netral
bukan berarti tidak mampu menjalin kerjasama de-
ngan lembaga penegak hukum apabila berbicara
kebijakan penanggulangan kejahatan.

Bentuk Kerja Sama Antara Media dengan
Penegak Hukum di dalam Kebijakan Penang-
gulangan Kejahatan

Di luar kerjasama media massa dengan pene-
gak hukum dalam konteks pencari berita dan nara-
sumber, tidak ada bentuk kerjasama secara riil
antara media massa dengan penegak hukum. Pada
sub bab ini pembahasan kerjasama media massa
dengan penegak hukum akan dilakukan dengan
menguraikan satu persatu temuan penulis di masing-
masing lembaga penegak hukum:

1. Kepolisian

Penanggulangan kejahatan, atau lebih
spesifik dalam proses penegakan hukum pidana,
Kepolisian berperan dalam tahapan penangkapan,
penahanan dan penyidikan tersangka sebelum di-
bawa ke Pengadilan. Proses-proses yang ditangani
oleh Kepolisian ini tentu akan menarik perhatian
masyarakat, apalagi bila menyangkut kasus-kasus
besar seperti korupsi. Proses-proses yang di-
tangani oleh Kepolisian ini sifatnya merupakan ta-
hapan pertama kali suatu kasus terungkap ke pu-
blik, khususnya nama tersangka dan sangkaan per-
buatan yang dilakukan. Kasus-kasus yang biasanya
cukup ramai diliput oleh media massa dan dicari
informasinya dari pihak kepolisian biasanya adalah
kasus korupsi atau kasus penganiayaan (Wawan-
cara Penulis dengan Humas Polda Metro Jaya).

Upaya Kepolisian dalam menyampaikan
informasi tentang suatu peristiwa kejahatan di-
batasi hanya pada 3 unsur di atas karena memang
proses pemeriksaan kasusnya baru berjalan dan
belum dipastikan pelakunya bersalah, media massa
dalam konteks mengawal kasus-kasus kejahatan
sebagai bentuk kontrolnya terhadap penegakan
hukum pidana berpendapat bahwa jumpa pers atau
konferensi pers yang diadakan oleh pihak Kepoli-
sian tidaklah cukup (Wawancara dengan Kepala
Desk Politik dan Hukum Harian Kompas). Diakui
oleh pihak media massa memang keterbukaan
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yang ada dari lembaga penegak hukum memang
membantu, seperti mengadakan jumpa pers atau
konferensi pers ini namun karena informasi yang
diberikan biasanya umum, tentu dibutuhkan veri-
fikasi oleh media massa dan penggalian informasi
sebanyak-banyaknya tentang kasus kejahatan yang
sedang ditangani tersebut.

Konstruksi berita kejahatan yang akurat dan
tepat sasaran ini semestinya dapat memberikan
efek takut, dalam artian menunjukkan ketegasan
penegak hukum dalam penegakan hukum pidana,
namun yang terjadi adalah konstruksi terhadap
para penegak hukum menjadikan citranya kurang
dapat dipercaya dan diapresiasi sehingga tidak ada
ketakutan akan ketegasan hukum pidana yang
dirasakan masyarakat.

Di luar kerjasama dalam bentuk memberikan
informasi tentang kasus-kasus kejahatan yang
sedang ditangani, pihak Kepolisian juga menye-
diakan balai wartawan yang digunakan oleh Kepo-
lisian untuk melakukan pembinaan terhadap war-
tawan yang pos kerjanya di Kepolisian, selain itu
juga ada PID, yaitu Pusat Informasi dan Doku-
mentasi yang berdiri di bawah Bidang Humas
Polda Metro Jaya. Bidang Humas Polda Metro
Jaya juga melakukan kunjungan-kunjungan ke be-
berapa redaksi media massa dalam rangka me-
ningkatkan sosialisasi keterbukaan mereka ter-
hadap publik dan juga meningkatkan hubungan
baik antara Kepolisian sebagai penegak hukum dan
media massa sebagai bagian dari masyarakat.

2. Kejaksaan

Apabila Kepolisian melakukan proses pene-
gakan hukum pidana mulai dari proses penangkap-
an sampai Penuntutan, maka Kejaksaan bertindak
dalam proses penyelidikan. Pada proses ini kasus-
kasus kejahatan yang ditangani tentu sudah memi-
liki perkembangan yang masif dan menarik untuk
diikuti, bentuk kasus yang biasanya menarik per-
hatian media massa dalam peliputannya biasanya
pada kasus-kasus yang terkait dengan pejabat, artis

(publik figur), kasus kejahatan perbankan dan
kasus-kasus yang memenuhi kualifikasi keempat
seperti pencurian piring yang diproses pidana
(Wawancara Penulis dengan Jaksa Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan).

Tiap tingkat Kejaksaan, masing-masing
memiliki bidang yang khusus menjadi bagian pela-
yanan informasi, salah satunya tentang penangan-
an kasus kejahatan yang sedang ditangani. Pada
tingkat Kejaksaan Agung ditangani oleh Kapus-
penkum (Kepala Pusat Penerangan Hukum), pada
tingkat Kejaksaan Tinggi oleh Kasipenkum namun
berbeda dengan di tingkat Kejaksaan Negeri, pela-
yanan ini ditangani langsung oleh Kasi masing-
masing.

Kerjasama antara pihak Kejaksaan dengan
media massa juga dilakukan dengan adanya koor-
dinasi dalam bentuk Forwaka (Forum Wartawan
Kejaksaan) dimana wartawan-wartawan yang ter-
gabung di dalamnya memiliki akses yang lebih luas
dalam pencarian informasi tentang kejahatan yang
sedang ditangani.

3. Pengadilan

Tingkat pengadilan, setelah berkas lengkap
maka kasus tersebut akan disidangkan untuk
mencari kebenaran dan pada akhirnya men-
jatuhkan vonis pada terdakwa apakah dipidana
atau bebas. Media massa banyak bekerja dan meli-
put pada proses ini, karena perkembangannya me-
miliki nilai berita yang menarik untuk diikuti.

Dasarnya persidangan di pengadilan me-
mang terbuka untuk umum, kecuali pada sidang
kasus kejahatan kesusilaan atau kejahatan yang
berkaitan dengan anak-anak. Keterbukaan ini ber-
arti selama persidangan media massa boleh masuk
ke dalam ruang persidangan dan meliput jalannya
persidangan. Secara teknis sendiri, dibutuhkan
perijinan ketika media massa akan melakukan peli-
putan jalannya persidangan, termasuk mengambil
gambar melalui kamera video atau foto (Wawancara
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Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan). Namun berdasarkan hasil wawancara
penulis, kesempatan mengambil gambar oleh me-
dia massa ini seringkali dilakukan pada waktu yang
sebenarnya kurang tepat, sehingga sorot kamera
atau blitz dapat menganggu jalannya persidangan
(Wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat).

Hampir sama dengan lembaga-lembaga
penegak hukum lainnya, Pengadilan juga memiliki
humas dalam rangka memberikan informasi
tentang kasus yang sedang ditangani kepada masya-
rakat luas, khususnya media massa, namun seperti
yang disampaikan pihak media massa Kompas
yang diwawancara penulis, informasi dari bagian
humas biasanya bersifat umum sehingga diper-
lukan verifikasi dan penggalian informasi lebih
banyak oleh media massa. Penggalian informasi
dan verifikasi ini juga bahkan dapat dilakukan de-
ngan mewawancarai hakim yang menangani secara
langsung, terhadap ini Hakim Lidya Sasando Para-
pat yang diwawancarai penulis menyatakan kurang
setuju, karena pendapat hakim itu sifatnya tertutup.

Kerjasama antara media massa dengan lem-
baga penegak hukum, bahwa media massa dalam
perannya di kebijakan penanggulangan kejahatan
merupakan upaya non-penal, namun hal ini juga
harus diiringi dengan kerjasama antara lembaga
penegak hukum. Masalah yang sering ditemui ada-
lah belum adanya koordinasi dan komunikasi
antara komponen di dalam sistem peradilan pidana
(Topo Santoso, 1999, 135). Apabila dikaitkan
dengan konteks tulisan ini maka media massa
semestinya bisa berperan juga dalam membangun
kembali kerjasama antara lembaga penegak
hukum, untuk kemudian kerjasama juga dijalin dari
media massa dengan lembaga penegak hukum.
Sebagaimana diuraikan Topo Santoso, permasalah-
an dalam sistem peradilan pidana salah satunya
adalah adanya persaingan di antara mereka sen-
diri, misalnya persaingan antara jaksa dan hakim
akan kekuasaan dan prestise yang lebih besar atau

polisi yang tidak ingin menjadi “tangan kanan” jaksa
dalam tugas penyidikan sebelum beralih pada jaksa
untuk penuntutan, sebaliknya jaksa tidak ingin
menjadi perantara perkara dari polisi ke peng-
adilan (Topo Santoso, 1999, 136).

Sudut pandang media massa sendiri, kerja-
sama media massa dengan lembaga penegak
hukum bisa dilakukan dalam beberapa hal, seperti
dalam hal gelar perkara, media massa dapat mela-
kukan peliputan meskipun ini sifatnya cenderung
informil (Wawancara Penulis dengan Produser
Desk Hukum dan Kriminal TVOne, 2011). Kerja-
sama dalam bentuk lain menurut media massa
contohnya bisa dilakukan dengan melakukan peli-
putan dari peristiwa di lapangan yang informasi-
nya didapatkan dari TMC Polda Metro Jaya
(Wawancara Penulis dengan Produser Desk Hukum
dan Kriminal TVOne). Kerjasama dalam bentuk
formil menurut penulis memang perlu dilakukan
namun tentunya tidak boleh mengikat kinerja
masing-masing baik media massa maupun lembaga
penegak hukum, artinya media massa mendapat-
kan informasi secara cepat dan akurat dari lapang-
an tentang peristiwa hukum atau kasus kejahatan
yang sedang ditangani dan lembaga penegak
hukum mendapatkan kemudahan dalam sosialisasi
pelayanan terhadap publik dan kontrol eksternal
terhadap lembaga mereka sendiri.

Kerjasama formil ini penting, karena keha-
diran Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pelak-
sanaannya belum sepenuhnya menjamin keter-
bukaan informasi publik. Hadirnya Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keter-
bukaan Informasi Publik diakui media massa me-
mang menjadikan lembaga penegak hukum sedikit
lebih baik dalam hal pengaruhnya akan kemu-
dahan media massa untuk melakukan peliputan ter-
hadap berita kejahatan meskipun pada pihak kepo-
lisian menurut media massa masih ada keterikatan
terhadap atasan atau pejabat yang lebih tinggi da-
lam hal memberikan informasi terbaru kepada
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media massa (Wawancara Penulis dengan Pro-
duser Desk Hukum dan Kriminal TVOne).

Upaya Memperkuat Peran Media Massa dalam
Mendukung Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan

Media massa dalam konteks berita kejahatan
memiliki Klasifikasi tersendiri mana berita kejahat-
an yang akan dimuat atau ditayangkan, karena
tidak semua berita kejahatan akan diangkat dalam
media massa. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan
dengan hukum atau kejahatan yang biasanya
dimuat di media massa antara lain (L.R. Baskoro,
2010, 12-26):
a. Melibatkan tokoh atau orang terkenal

Sengketa hukum yang melibatkan tokoh atau
orang yang terkenal di masyarakat, seperti pe-
jabat pemerintahan, anggota DPR, artis atau
tokoh masyarakat. Media melihat dalam posisi
apakah tokoh ini bersalah atau tidak;

b. Berkaitan dengan skandal hukum
Skandal hukum ini bisa terjadi pada individu
atau pada suatu institusi baik swasta maupun
pemerintahan. Pada persoalan ini media meli-
hatnya dalam bentuk kontrol, bagaimana indi-
vidu atau instansi yang dipercaya masyarakat
ternyata terlibat skandal hukum;

c. Pertama kali terjadi
Persoalan hukum yang diangkat adalah ketika
ada suatu kasus hukum yang baru pertama kali
terjadi dan menarik perhatian publik. Media
massa melihat dalam proses pertimbangan
hakim terhadap kasus tersebut;

d. Memiliki problem hukum
Persoalan ini diangkat oleh media massa ketika
ada suatu kasus hukum yang masih memun-
culkan perdebatan pro dan kontra atau de-
ngan kata lain masih abu-abu. Media massa
mengangkat persoalan ini dengan menam-
pilkan silang pendapat tentang kasus tersebut
agar masyarakat bisa mengambil kesimpulan
terhadapnya;

e. Proses pembuatan undang-undang
Media massa mengangkat persoalan ini dalam
rangla menginformasikan sekaligus mengon-
trol proses pembuatannya, apakah ada kepen-
tingan politik tertentu dan apakah undang-
undang ini dibuat oleh para wakil rakyat un-
tuk kepentingan rakyat yang diwakilinya;

f. Melihat penerapan undang-undang baru
Media massa melihat bagaimana penerapan
undang-undang baru ini, apakah berjalan efek-
tif atau tidak dan juga seberapa siap masyara-
kat atau para aparat hukum mengantisipasi
berlakunya aturan baru ini;

g. Perselisihan antara lembaga hukum
Dalam persoalan ini, media massa melihat dan
mengangkat wewenang yang tumpang tindih
atau juga perselisihan yang muncul menyang-
kut persoalan saling lempar tanggung jawab;

h. Pemilihan petinggi hukum
Media massa pada persoalan ini membeberkan
dan ikut memberi penilaian, apakah seseorang
cocok untuk mendapat dan menduduki
jabatan-jabatan pada lembaga tinggi hukum
tertentu;

i. Kisah-kisah pencari keadilan
Persoalan hukum ini cukup banyak terjadi dan
pada beberapa kasus terjadi pada masyarakat
yang miskin. Media massa mengangkat per-
soalan ini dalam bentuk feature, mengungkap
suka dukanya sehingga dapat menggugah
masyarakat sekaligus bentuk kritik kepada
berjalannnya sistem hukum. Apabila masyara-
kat tergugah bisa jadi akan membantu para
pencari keadilan ini;

j. Berkaitan dengan lembaga hukum atau aparat
hukum
Dalam persoalan ini, media massa bisa meng-
angkat seputar profil dan tugas yang dikerja-
kan oleh lembaga atau aparat hukum yang ber-
sangkutan dengan melihat dari sisi kemanusia-
annya.
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Secara khusus pada poin (a) di atas, masih
berkaitan dengan permasalahan yang telah
diuraikan sebelumnya terkait pemberitaan ber-
imbang, artinya media massa seharusnya dapat
melihat tokoh ini bersalah atau tidak dengan cara
melakukan konstruksi yang sama proporsinya dari
semua yang terlibat, jangan sampai terjebak
menjadi pihak yang memanaskan perbedaan di
antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara poin
lainnya seperti proses pembuatan undang-undang
dapat dikonstruksikan pada bagaimana perwakil-
an rakyat melakukan tugasnya dalam perancangan
undang-undang, apakah ada pihak yang memiliki
kepentingan atau tidak serius dalam tugasnya.

Peristiwa atau kasus hukum yang sering di-
angkat oleh media massa adalah kasus yang meli-
batkan sosok yang dikenal publik atau kasus yang
memiliki dampak kepada publik (Wawancara
Penulis dengan Produser Desk Hukum dan Kri-
minal TVOne), kasus yang memiliki dampak ter-
hadap publik ini menurut media massa dinilai
memiliki unsur sosial politis yang tinggi karena
kemudian menjadi sebuah problem kebangsaan
(Wawancara Penulis dengan Kepala Desk Politik
dan Hukum Harian Kompas).

Sebagaimana diuraikan di atas, peliputan di
persidangan banyak dilakukan media massa karena
tahapan persidangan punya nilai berita yang cukup
besar, khususnya dalam hal aktualitas. Namun
dalam hal mengkonstruksi berita kejahatan atau
berita mengenai peristiwa hukum pada tahapan
persidangan media massa sebenarnya bisa meman-
faatkan keberadaan pihak hakim, jaksa, pengacara,
terdakwa, korban bahkan keluarga korban. Dila-
kukan agar media massa memperoleh informasi
yang komprehensif untuk itu perlu untuk meng-
cover semua pihak dalam hal membangun kons-
truksi informasi berita yang berimbang dan objektif.

Persoalan-persoalan hukum tersebut me-
mang memiliki nilai berita yang tinggi untuk di-
publikasikan kepada masyarakat, namun melihat
persoalan-persoalan hukum yang diangkat media

massa tersebut, semuanya masih berada dalam
koridor kontrol sosialnya, bukan preventif se-
bagaimana posisi semestinya media massa dalam
kebijakan penanggulangan kejahatan. Fungsi
kontrol sosial yang dijalankan media massa saat
ini memang sudah tepat, namun kebijakan penang-
gulangan kejahatan membutuhkan keseimbangan,
maka ketika dua bagian dalam kebijakan penang-
gulangan kejahatan sudah berada pada koridor
represif yaitu aplikasi hukum pidana, maka media
massa tentu juga harus memiliki upaya preventif
dalam perannya sebagai bagian dari kebijakan
penanggulangan kejahatan.

Beberapa media massa memang sudah men-
jalankan bentuk kontrolnya dengan baik, seperti
yang dilakukan oleh Kompas, namun beberapa
media massa masih menjadikan kejahatan sebagai
bentuk komoditasnya semata, Satjipto Rahardjo
menyebut media massa yang banyak memberi-
takan kejahatan kekerasan khususnya sebagai suatu
institusi bisnis dari pada penjaga moral bangsa.
Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo bahwa
dalam fungsi media massa sebagai pemberi infor-
masi kepada masyarakat dan pembentuk opini
publik tidak bisa disamakan dengan sosialisasi,
yang artinya pemberitaan kejahatan yang dominan
akan mendorong orang melakukan hal yang sama,
namun pemberitaan kejahatan kekerasan yang
sistematis dan ekspoitatif akan menciptakan ke-
adaan stigmatik dalam diri bangsa.

Penulis merujuk pendapat Satjipto Rahardjo
dengan melihat beberapa media massa yang lazim
disebut dengan koran kuning, jenis media massa
yang kontennya cenderung memberitakan keja-
hatan, apalagi kejahatan kekerasan secara berle-
bihan, khususnya dalam hal pemuatan foto pelaku,
korban, judul yang bombastis dan penggunaan
bahasa yang tidak etis. Bahwa media massa meng-
angkat suatu permasalahan di lapangan sebagai
bentuk realita dan mengikuti apa yang diinginkan
publik tentu hal tersebut memang merupakan
bagian dari pekerjaan media massa, namun pe-
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muatan berita kejahatan dengan berlebihan seperti
yang dilakukan koran kuning tersebut tentu me-
nimbulkan pertanyaan karena belum tentu itu
merupakan apa yang dimau oleh masyarakat.

Maka dalam konteks pemberitaan kejahatan
kekerasan yang dilakukan oleh beberapa media
massa diperlukan penegakan aturan dan pema-
haman etika yang lebih tegas, Abdul Mun’im Idries
menjelaskan tanggung jawab sosial pers dalam
meliput berita kejahatan yaitu (Pusat Antar Uni-
versitas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia,
1991, 51):
a. Peliputan berita kejahatan, pers harus tetap

berpedoman pada dua aspek, yaitu aspek idiil
dan aspek komersial. Keduanya berkaitan satu
dengan yang lainnya dan mutlak untuk mene-
gakkan eksistensi pers, agar ia mampu melak-
sanakan fungsi sebagaimana mestinya. Hal
tersebut hanya dapat terwujud bila para penye-
lenggara mampu mempertemukan secara
harmonis atau menyelaraskan kedua aspek
tersebut di dalam pelaksanaannya;

b. Menyajikan suatu informasi tidak diharapkan
yang terlalu serius, dengan gaya yang memak-
sa pembaca selalu mengerutkan dahinya. Ia
juga tidak hanya memusatkan diri pada upaya
membentuk opini masyarakat. Pers dengan
media massanya perlu pula memberikan suatu
hiburan segar kepada para pembacanya, tanpa
harus tergelincir dalam sensasi, yakni tulisan-
tulisan yang baik isi maupun gaya penulisan-
nya dapat merangsang atau membangkitkan
emosi yang tidak sehat pada rata-rata pem-
bacanya;

c. Selain memiliki integritas profesional yang
tinggi, para wartawan diharapkan dapat me-
ningkatkan kemampuan baik lewat pendi-
dikan atau retraining, oleh karena hanya de-
ngan demikian ia dapat melakukan fungsinya
dengan baik. Meliput berita kejahatan yang
menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa ma-
nusia kalangan pers diharapkan memiliki

pengetahuan ilmu kedokteran forensik prak-
tis agar dapat memberikan informasi yang baik
dan benar.

Bahwa media massa belum sepenuhnya atau
belum semuanya menjalankan tanggung jawab
sosial ini. Pada poin menyeimbangkan aspek idiil
dan komersial misalnya, masih nampak bahwa
media massa cenderung pada sikap komersialnya.
Hal ini memang tidak bisa dipungkiri karena me-
dia massa membutuhkan pendapatan agar bisa
terus berjalan operasionalnya, namun bukan ber-
arti kemudian mengabaikan kepentingan publik,
sebagaimana penulis mengutip pendapat Muham-
mad Mustofa sebelumnya, bahwa media massa
cenderung menjadikan peristiwa kejahatan sebagai
sebuah komoditas dalam pemberitaannya.

Teori Newsmaking Criminology yang juga
menjadi pisau analisa penulis untuk membahas
posisi media massa dalam kebijakan penang-
gulangan kejahatan ini, salah satu faktor yang bisa
menjadi penilaian adalah penggunaan kriminolog
yang dengan pengetahuannya dapat menjadi sum-
ber yang kredibel dalam formulasi kebijakan pe-
nanggulangan kejahatan dan kemudian dimediasi
oleh media massa. Namun hal ini jarang sekali
ditemui di Indonesia, memang media massa sering
menggunakan pendapat pengamat atau pakar
dalam pemberitaan kejahatan, namun masih
sebatas pakar hukum pidana atau hukum lainnya,
sementara pakar atau praktisi kriminologi jarang
dijadikan narasumber padahal kriminolog keha-
dirannya dibutuhkan apabila pemberitaan kejahat-
an dari media massa bertujuan untuk mendidik
masyarakat tentang keseriusan dari peristiwa keja-
hatan yang terjadi, selain itu juga ikut mem-
pengaruhi kebijakan publik dalam mengendalikan
kejahatan.

Beberapa media massa, khususnya televisi
yang punya format acara bincang-bincang (talkshow)
apabila temanya membahas suatu kejahatan ko-
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rupsi misalnya, penulis menemukan bahwa
penggunaan narasumber justru hadir dari buda-
yawan, pengamat komunikasi politik walaupun
tetap menghadirkan pakar hukum. Hal ini memang
tidak salah, apabila dimaksudkan untuk memberi-
kan sudut pandang lain dari pemberitaan kejahat-
an atau memberitakannya dalam kerangka yang
lebih ringan sehingga kemasannya tidak kaku,
namun pemberitaan kejahatan tetap membutuhkan
kerangka hukum dan kriminologi agar dapat mem-
berikan informasi yang benar dan mengedukasi
masyarakat.

Salah satu bentuk lain untuk memperkuat
posisi media massa dalam kebijakan penanggu-
langan kejahatan adalah dengan merekonstruksi
kembali kejahatan dan para penegak hukumnya,
rekonstruksi ini tentu harus memperhatikan ke-
pentingan korban, pelaku, keluarga korban, pene-
gak hukum dan masyarakat. Cecil Greek sebagai-
mana dikutip oleh Iqrak Sulhin menjelaskan bahwa
kajian Kriminologi Visual yang masih memiliki
kaitan dengan Newsmaking Criminology yang meru-
pakan suatu metode dalam penelitian Kriminologi,
karena gambar (foto) dan rekaman audio visual
(video) dapat dijadikan bahan analisis tentang
realitas kejahatan dan sekaligus dapat digunakan
untuk merekonstruksi gambaran atau citra tentang
penjahat, kejahatan dan peradilan pidana agar lebih
proporsional (Iqrak Shulhin, 2007, 9).

Contoh dari implementasi dari Kriminologi
Visual ini dapat dilihat dalam street photography ten-
tang interaksi polisi dengan masyarakat, dimana
dapat difokuskan pada dua fenomena. Pertama,
sistem peradilan pidana sebagai pekerjaan kese-
harian (polisi). Kedua, kondisi alamiah komunitas
(masyarakat) dan situasi di mana polisi berinte-
raksi dengan warga masyarakat di jalanan dan di
fasilitas peradilan pidana (Iqrak Shulhin, 2007, 10).

Mengingat kerjasama media massa dengan
lembaga penegak hukum sebatas hubungan me-
dia dengan narasumber maka dibutuhkan kerja-
sama yang lebih intens, meskipun memang tidak

akan mengikat agar masing-masing tetap indepen-
den namun agar bisa saling memahami kerja
masing-masing. Salah satu permasalahan yang di-
kemukakan pihak Kepolisian adalah kedua pihak
yakni media massa dan penegak hukum belum
saling memahami urgensi pekerjaan masing-masing
sehingga dalam melaksanakan pekerjannya belum
tercipta hubungan yang saling menguntungkan,
padahal jelas bahwa media massa membutuhkan
berita sedangkan polisi sebagai salah satu penegak
hukum membutuhkan media massa dalam rangka
menginformasikan pelayanan mereka terhadap
publik (Wawancara Penulis dengan Humas Polda
Metro Jaya). Kerjasama ini tidak harus dalam ben-
tuk tertulis seperti MOU (Memorandum Of Under-
standing) namun bisa dilakukan dengan memuat-
nya ke dalam kode etik profesi masing-masing agar
bisa tetap menjaga independensi masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa dalam hal posisi media
massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan
saat ini baru berjalan pada fungsi kontrol saja.
Dimana media massa melakukan konstruksi berita
kejahatan dengan mengawal suatu peristiwa atau
kasus kejahatan sejak pertama kali terjadi sampai
pada perkembangan terakhirnya.

 Fungsi kontrol ini sebenarnya tidaklah salah,
namun dalam konteks kebijakan penanggulangan
kejahatan, maka media massa seharusnya berjalan
pada upaya non penal yang artinya berfungsi pre-
ventif terhadap terjadinya kejahatan, selain itu me-
dia massa belum banyak memberikan alternatif
bersikap akan realitas kejahatan yang ada, karena
kontennya banyak memberikan dampak ketakutan.

Kerjasama media massa dengan lembaga pe-
negak hukum masih sebatas antara media pencari
berita dengan narasumbernya saja, memang wajar
mengingat kerjasama yang lebih jauh dapat me-
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mungkinkan adanya intervensi dari kedua belah
pihak yang sama-sama menganggu. Namun hal ini
di satu sisi menjadi masalah karena dalam konteks
penanggulangan kejahatan tidak ada integrasi
antara upaya penal dan non-penal. Kerjasama me-
dia massa dengan penegak hukum dapat memban-
tu juga timbulnya kerjasama antar lembaga pene-
gak hukum, karena masih ditemukannya persaing-
an antara lembaga penegak hukum dalam upaya
penanggulangan kejahatan, maka peran media
massa di sini adalah dalam rangka mengembalikan
citra dan kepercayaan masyarakat yang sama di
antara semua lembaga penegak hukum.

Saran

Upaya memperkuat peran media massa da-
lam kebijakan penanggulangan kejahatan tidak se-
batas pada kontrol sosial terhadap penegakan hu-
kum saja, namun juga harus diiringi pada bagai-
mana media massa dapat berjalan pada fungsi pre-
ventif, namun pada fungsi kontrol kepentingan hak
asasi manusia yang terlibat di dalam suatu kasus
kejahatan misalnya juga harus diperhatikan, maka
mementingkan kepentingan publik akan keinginta-
huan terhadap informasi dengan kepentingan hak
asasi manusia atas konstruksi pemberitaan yang
proporsional juga harus diperhatikan, sehingga
media massa tidak terjebak pada upaya meng-
hakimi suatu peristiwa atau bahkan sosok yang
terlibat di dalamnya.
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